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ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Pemanfantan Kawasan Hutan
Produksi Sebagai Perhutanan Sosial Di Kabupaten Musi Banyuasin

Rini Purnamawati

Latar belakang penulisan ini adalah maraknya para oknum yang  mencari
keuntungan secara ilegal dari program Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan,
padahal sesungguhnya sudah ada aturan terkait yang mengatur tentang izin
pengelolaan Kawasan Hutan dalam Program Perhutanan Sosial tersebut. Dari hal
tersebut timbul permasalahan yang harus dianalisa yaitu : (1) Bagaimana Kaitan
antara izin Perhutanan Sosial kepada masyarakat/kelompok masyarakat dengan
tindak pidana pengelolaan Perhutanan Sosial yang memiliki izin tetapi melakukan
pelanggaran, memiliki izin tetapi melakukan tindak pidana, dan tidak memiliki
izin serta melakukan tindak pidana? (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku tindak pidana Perhutanan Sosial yang telah memiliki izin dan
tidak memiliki izin? Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian
ialah pendekatan perundang-undangan, kasus, dan sosio-legal. Hasil penelitian
adalah terdapat sanksi administratif bagi pemilik izin pengelolaan Perhutanan
Sosial yang melanggar larangan-larangan scbagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kchutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Perhutanan Sosial, yang diatur dalam Bab VIII Pasal 194, terhadap
pemilik izin pengelolaan hutan, baik perorangan atau kelompok tani, yang
melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah di atur dalam Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021, dan memenuhi
unsur Pidana Kchutanan, yang menyebabkan kerugian negara, dapat dipidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor
18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,
sedangkan terhadap pelaku perusakan hutan yang tidak memiliki izin pengelolaan
hutan, namun telah melakukan kegiatan pemanfaatan hutan di dalam kawasan
hutan, maka dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana tertera dalam Pasal 78
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal
109 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kata Kunci : Pidana, Hutan Sosial, Hutan Produksi.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Indonesia memiliki banyak hasil
bumi baik dari bidang pertambangan maupun pertanian dan perkebunan. Dengan
kondisi alam yang sangat subur dan masih terdapat banyak hutan hijau, Indonesia
menjadi negara penghasil oksigen terbesar ke-2 di dunia dan negara yang mampu
menyimpan karbon karena jumlah tutupan hutan yang besar, oleh karena itu
Indonesia terkenal dengan sebutan paru-paru bumi.?

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa yang
dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan
berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas
alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang
lainnya?, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud
dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah
untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pasal 33 ayat (3) UUD
Negara Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa “Bumi, air dan kekayaan yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya

1 Http://ppid.menhl.go.id. Indonesia Dan Uni Eropa Gelar Pekan Diplomasi Iklim, PPID
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016, diakses tanggal 10 Oktober 2023

2 Milla Mudzalifah and Puti Priyana, Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging
Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan,
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2021): 141-54,
https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2748


http://ppid.menhl.go.id/
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bagi kemakmuran rakyat™.® Hal ini berarti bahwa negara melalui pemerintahannya
berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan segala kegiatan yang
berhubungan dengan hal tersebut, baik dalam hal penggunaan, persediaan,
pemanfaatan, maupun pemeliharaannya. Diantaranya adalah Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

Saat ini, begitu banyak hutan yang telah rusak yang diakibatkan oleh
berbagai faktor, baik faktor alam maupun karena ulah manusia yang
memanfaatkan hutan secara tidak sah (ilegal), misalnya pembalakan liar,
pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin atau pembakaran hutan untuk perkebunan,
hingga berdampak terjadinya kebakaran hutan dan lahan, longsor dan sebagainya.
Juga banyak terjadinya peralihan fungsi hutan misalnya pembukaan hutan untuk
perkebunan, permukiman dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan ilegal tersebut terjadi
karena beragam motif, baik itu untuk mendapatkan manfaat dari kayu yang
diperoleh atau mendapatkan lahan untuk kegiatan lain seperti perkebunan dan
pertambangan. Tujuan akhirnya tentu adalah mendapatkan keuntungan finansial
melalui cara-cara ilegal. Kegiatan pembalakan liar sangat berhubungan dengan
hilangnya tutupan hutan. Pengusaha produk kayu biasanya melakukan

pembalakan liar (illegal logging) secara berlebihan sehingga tutupan hutan pun

3 Jaymansyah, Pengrusakan Hutan Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang
Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jurnal Justisia 3 (2018): 45,
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/130118/Memoria.pdf
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menghilang dengan sangat cepat. Para pelaku tersebut umumnya sudah memiliki
dukungan dari pihak-pihak tertentu, sehingga memudahkan untuk menjalankan
aksi ilegal mereka, meskipun itu area yang dilarang. Kini pembalakan hutan di
Indonesia mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Pembalakan liar ini
sudah sering terjadi dan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung
jawab. Dampak illegal logging itu sendiri sangatlah berat karena kegiatan
pembalakan liar tersebut akan mengakibatkan ekosistem alam mengalami
kerusakan yang sangat parah ataupun rusak.*

Kerugian yang timbul dari kegiatan-kegiatan ilegal tersebut sangat besar,
baik kerugian terhadap lingkungan hidup, lingkungan sosial (karena timbulnya
konflik lahan), maupun kerugian terhadap keuangan negara (antara lain karena
hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak). Untuk memperoleh hasil
dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat,
hutan harus dimanfaatkan secara optimal dengan pengklasifikasian pemanfaatan
hutan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan kawasan

2. Pemanfaatan jasa lingkungan

3. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu
4. Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu

Pemanfaatan hutan di atas hanya bisa dilakukan pada kawasan hutan
sebagai berikut :

1. Hutan konservasi kecuali pada cagar alam, zona rimba dan zona inti dalam

4D. Gilmour (2016), Forty years of community-based forestry a review of its extent and
effectiveness. Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, US, him.133.
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taman nasional

2. Hutan lindung kecuali pada blok perlindungan

3. Hutan produksi

Dalam pemanfaatan hutan wajib disertai izin sebagai berikut :

a. lzin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), diberikan oleh :

1.

Bupati/walikota pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah
kewenangannya, dengan tembusan menteri, gubernur dan kepala Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH).

Gubernur pada kawasan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah
kewenangannya, dengan tembusan menteri, bupati/walikota dan kepala
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Menteri pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada

gubernur, bupati/walikota dan kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

b. lzin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), diberikan oleh :

1.

Bupati/walikota pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah
kewenangannya, dengan tembusan menteri, gubernur dan kepala Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH).

Gubernur pada kawasan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah
kewenangannya, dengan tembusan menteri, bupati/walikota dan kepala
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Menteri pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada

gubernur, bupati/walikota dan kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

c. lIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
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d. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)
e. lzin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
f. 1zin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)?.

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan semakin
berkurangnya lahan untuk melakukan kegiatan perkebunan, maka semakin banyak
masyarakat yang membuka, mengelola dan memanfaatkan lahan di dalam
kawasan hutan negara untuk dijadikan lahan perkebunan. Untuk melegalkan
kegiatan masyarakat tersebut, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor
P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang
Perhutanan Sosial. Maksud dari Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan
hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau
hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum
adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan
lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan
Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan
Kemitraan Kehutanan. Adapun maksud dari masing-masing skema Perhutanan
Sosial tersebut adalah :

1. Hutan Desa (HD) adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan
dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan

utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

5 Riz A. Maryudi, R.R. Devkota, C. Schusser, Y. Yufannyi, M. Salla, H. Aurenhammer, Back
to basics : considerations in evaluating the outcomes of community forestry. Forest Policy and
Economics 14 (1) : 1-5, 2012
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3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi
yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi
dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka
menjamin kelestarian sumber daya hutan.

4. Hutan Adat (HA) adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat
hukum adat.

5. Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat
dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa
hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri
primer hasil hutan

Perhutanan Sosial juga didefinisikan sebagai “inisiatif, ilmu, kebijakan,
institusi dan proses yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran masyarakat
lokal dalam mengatur dan mengelola sumber daya hutan.® Dalam Perhutanan
Sosial terdapat 3 (tiga) tiga prinsip utama yaitu hak (right), mata pencaharian
(livelihood) dan konservasi (conservation).” Ketiga prinsip tersebut harus menjadi
perhatian untuk memastikan implementasi Perhutanan Sosial dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan sekaligus dapat tetap menjaga kelestarian hutan.
Program Perhutanan Sosial juga diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap penyelesaian persoalan bangsa dalam aspek keadilan, mengurangi
kesenjangan antara desa dan kota, meningkatkan ketahanan pangan, serta
mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Adapun yang dimaksud

dengan konflik tenurial hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau

® Sulistya Ekawati, Sri Suharti dan Syaiful Anwar, Bersama Membangun Perhutanan Sosial,
PT. IPB Press,Cetakan 1, Juli 2020, him 25
7 1bid.
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pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan
kawasan hutan.

Kebijakan Perhutanan Sosial juga harus dapat diadaptasikan sesuai dengan
kondisi biofisik, sosial, ekonomi, budaya dan politik lokal. Karakteristik
masyarakat sekitar hutan tidaklah seragam. Pembagian masyarakat dalam
beberapa tipologi sangat diperlukan untuk memastikan skema Perhutanan Sosial
yang dipilih sesuai dengan karakter sosio-ekologis setempat. Skema Hutan Adat
(HA) cocok diberikan kepada masyarakat asli yang sejak awal hidup di dalam
atau sekitar hutan sebelum kawasan tersebut ditunjuk dan ditetapkan menjadi
hutan dan masih memelihara tatanan adatnya, hidup secara subsisten dan selaras
dengan alam. Skema Hutan Desa (HD) diberikan kepada pemerintah desa yang
wilayahnya sebagian berupa hutan dimana masyarakatnya mempunyai dan mau
membangun sistem kegotong-royongan, masih memelihara ikatan kekerabatan
yang hangat dan mempunyai norma untuk memelihara aset-aset komunal desa
(hutan leluhur, lapangan sepak bola, tempat ibadah, pemakaman dan sebagainya).
Hutan Kemasyarakatan (HKm) mengakomodasi kebutuhan lahan pertanian
masyarakat setempat untuk mendukung penghidupan sehari-hari. Skema Hutan
Tanaman Rakyat (HTR) sangat sesuai untuk petani maju yang mempunyai
pengetahuan, keterampilan dan modal untuk membangun hutan tanaman kayu.
Skema Kemitraaan Kehutanan umumnya bertujuan untuk meresolusi konflik
dalam pengelolaan hutan antara masyarakat dengan pengelola/pemegang izin

yang dilakukan melalui pendekatan kolaborasi pengeloaan hutan di antara pihak
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tersebut.®

Program Perhutanan Sosial ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah
kepada masyarakat pinggiran. Karena pelaku Perhutanan Sosial adalah
masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan negara, yang
keabsahannya dibuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk, riwayat penggarapan
kawasan hutan, serta aktivitas masyarakat yang dapat berpengaruh terhadap
ekosistem hutan. Kelompok masyarakat inilah yang berpeluang memperoleh
akses legal untuk mengelola hutan.® Legalitas yang dimaksud adalah mendapatkan
izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam arti bahwa untuk
melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan negara, kelompok
masyarakat tersebut harus mengajukan dan mendapatkan izin terlebih dahulu dari
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan memenuhi ketentuan-
ketentuan yang telah diatur, diantaranya adalah luas areal untuk setiap kepala
keluarga adalah paling luas 2 (dua) hektar. Dengan adanya program ini dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tetap menjaga kelestarian hutan.
Adapun wilayah pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kawasan hutan lindung
dan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin lain di bidang kehutanan.

Program Perhutanan Sosial ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu
untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang
seringan-ringannya. Dengan cara membentuk kelompok yang seolah-olah

merupakan kelompok tani di lingkungan kawasan hutan negara tersebut, padahal

8 Ekawati, Bersama Membangun Perhutanan Sosial, PT Penerbit IPB Press. Bogor, 2020,
him.12.

°Elvida, Y.S. Dan Sylviani. Peran dan Koordinasi Para Pihak Dalam Pengelolaan KPH.
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Jurnal Hukum, 2010.
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mereka bukan merupakan warga setempat melainkan warga pendatang. Dalam
beberapa kasus yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, diperoleh fakta ternyata
warga pendatang tersebut membeli lahan di kawasan hutan negara dari oknum
(pelaku tindak pidana). Adapun pembentukan kelompok tani dimaksudkan untuk
melegalkan kegiatan pembukaan lahan dan perkebunan tanpa mengajukan
permohonan izin kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian
melakukan pembukaan lahan secara besar-besaran tanpa mematuhi aturan luasan
lahan maksimal yang diperbolehkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dan tidak menanam jenis tanaman yang telah ditentukan untuk ditanam
di dalam kawasan hutan negara tersebut, misalnya menanam tanaman kelapa
sawit di lahan gambut yang dapat mengakibatkan kerusakan pada unsur hara
dalam tanah.®

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.866/MENHUT-11/2014
tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan
Provinsi Sumatera Selatan dalam Pasal 1 bahwa Kawasan Hutan dan Konservasi
Perairan Provinsi Sumatera Selatan seluas + 3.457.858 (tiga juta empat ratus lima
puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan) hektar, yang dirinci menurut
fungsi dengan luas sebagai berikut :

a. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA),

10 Handadhari, KPH Sebagai Kelembagaan Ideal Kehutanan: Konsep Versus Realitas.
Banten. Wana Aksara. 2014. Him 22

11 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.866/MENHUT-11/2014 tanggal 29 September
2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan
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seluas + 790.785 (tujuh ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan
puluh lima) hektar, terdiri dari :
1. Daratan, seluas + 741.681 (tujuh ratus empat puluh satu ribu enam
ratus delapan puluh satu) hektar;
2. Perairan, seluas + 49.104 (empat puluh Sembilan ribu serratus empat)
hektar;
b. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas + 578.279 (lima ratus tujuh puluh

Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan) hektar;
c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas + 213.918 (dua ratus tiga
belas ribu sembilan ratus delapan belas) hektar;
d. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas + 1.713.880 (satu juta tujuh
ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh) hektar;
e. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas + 160.996
(serratus enam puluh ribu sembilan ratus Sembilan puluh enam) hektar.
Dalam penelitian ini, penulis memilih wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
sebab Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang
ada di Provinsi Sumatera Selatan yang masih memiliki wilayah hutan yang sangat
luas dibandingkan wilayah lainnya di sumatera selatan. Adapun Kawasan Hutan
yang terdapat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :?
1. Hutan Produksi Tetap (HP) Lalan;
2. Hutan Produksi Tetap (HP) Mangsang Mendis;
3. Suaka Margasatwa (SM) Bentayan;
4. Hutan Produksi Tetap (HP) Meranti Sungai Bayat;

5. Suaka Margasatwa Dangku;

12 DataStatistik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
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6. Hutan Produksi Terbatas (HPT) Meranti Sungai Kapas;

7. Hutan Lindung (HL) Meranti Sungai Merah;

8. Hutan Produksi Tetap (HP) Meranti Sungai Merah;

9. Hutan Produksi Terbatas (HPT) Meranti Lubuk Buah;

10. Hutan Lindung (HL) Meranti Sungai Jernih;

11. Hutan Produksi Tetap (HP) Meranti Hulu Sungai Batang;
12. Hutan Produksi Tetap (HP) Meranti Sungai Jernih;

13. Hutan Produksi Tetap (HP) Meranti Hulu Sungai Kapas;
14. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Lubuk Buah;
15. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Keluang;

16. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Sungai Lilin;
17. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Bertak;

18. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Meranti;

19. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Meranti Sungai Bayat;
20. Hutan Produksi Tetap (HP) Buring;

21. Hutan Produksi Tetap (HP) Semandai;

22. Hutan Produksi Tetap (HP) Guci;

23. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Air Balui.

Luasnya kawasan hutan di Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, menarik
perhatian beberapa oknum nakal untuk mengelola kawasan hutan tersebut secara
tidak sah, tanpa memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, dan bahkan dengan sengaja mengatasnamakan Kelompok Tani.

Contoh perkara perusakan hutan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan
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yang sudah diputus oleh pengadilan dan yang sedang disidangkan di pengadilan,

berdasarkan data awal dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tahun 2023

sebagai berikut :

1.

Ir. Basta Siahaan anak dari Petrus Siahaan yang telah berkebun kelapa
sawit Kawasan Hutan Produksi Lahan Desa Mendis Jaya Kecamatan
Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
seluas 160 (seratus enam puluh) hektar yang sudah ditanami kelapa sawit
dan 47 (empat puluh tujuh) hektar sudah dilakukan pembukaan lahan
namun belum ditanami kelapa sawit. lanya membuat Surat Pernyataan
Usaha yang seolah-olah menyatakan lahan tersebut milik beberapa orang
(kelompok tani) yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh
fakta bahwa nama-nama yang tercantum di dalam surat-surat tersebut
adalah keluarganya. Perkara ini telah diputus di Pengadilan Negeri
Palembang melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf
b UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan dan Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a
UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan dan Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan
Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1010/Pid.B/LH/2019/PN
Plg tanggal 26 September 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang
Nomor 217/P1D.LH/2019/PT PLG tanggal 14 November 2019 dan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 1161 K/Pid.Sus-LH/2020 tanggal 6 Mei 2020
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dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp
2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4
(empat) bulan.

. Tarmidi bin Ahmad Nawawi yang telah membuka lahan (landclearing) di
Kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan seluas 50 (lima puluh) hektar dengan
menggunakan alat berat berupa excavator, yang didanai oleh warga-warga
yang mengatasnamakan kelompok tani. Perkara telah diputus di Pengadilan
Negeri Palembang melanggar Pasal 40 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (1) UURI
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan
Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Putusan Pengadilan
Negeri Palembang Nomor 1324/Pid.B/LH/2021/PN Plg, dengan pidana
penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

. Jeri Julianto bin Redho Munir sebagai orang yang diupah oleh Fatahilah
Chan (DPO) untuk berkebun kelapa sawit seluas + 100 (seratus) hektar di
Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Padang Sugihan Desa Suka Pindah
Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.
Adapun Fatahilah Chan berkebun dengan alasan memiliki Surat
Keterangan Usaha yang diterbitkan oleh Kepal Desa. Perkara telah diputus

di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melanggar Pasal 36 angka 19 UURI
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Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat
(2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UURI Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan Putusan Pengadilan
Negeri Pangkalan Balai Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Pkb tanggal 14
September 2022.

Nurmal bin Kasim bersama dengan Sunardi bin Tukijo (alm) yang telah
membuka lahan (landclearing) di Kawasan Hutan Produksi Tetap
Mangsang Kabupaten Musi Banyuasin seluas seluas + 20 (dua puluh)
hektar dengan menggunakan alat berat berupa excavator, yang dibiayai
oleh warga yang mengatasnamakan kelompok tani, dengan alasan bahwa
lahan tersebut merupakan kawasan hutan negara yang terlantar dan
merupakan sisa dari pembukaan lahan perusahaan yang memiliki izin Hak
Penguasaan Hutan. Perkara telah diputus di Pengadilan Negeri Palembang
melanggar Pasal 36 angka 19 UURI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a UURI
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP, dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
1085/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 10 November 2022, dikuatkan oleh
Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 246/PID/2022/PT PLG tanggal 4
Januari 2023.

Dedi Mulyadi bin Nursadi als Jales selaku Ketua Perkumpulan Pematang
Lanjam Selaro berdasarkan Akta Notaris Nomor : 070 tanggal 21 Oktober

2022 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
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Nomor : AHU-0011152.AH.01.07 tahun 2022 tanggal 7 November 2022
tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Pematang Lanjam Selaro, telah
membuka lahan seluas + 50 (lima puluh) hektar yang berada di dalam

Kawasan Hutan Produksi (HP) Tetap Meranti Sungai Kapas Kabupaten

Musi  Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Dalam melakukan

kegiatannya, Dedi Mulyadi mendapatkan keuntungan dengan cara menarik

uang pembayaran bagi masyarakat yang ingin mendapatkan lahan untuk
bercocok tanam di lokasi tersebut. Perkara telah diputus di Pengadilan

Negeri Sekayu melanggar Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP, dengan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor

280/Pid.B/LH/2023/PN Sky tanggal 11 Oktober 2023.

Dari beberapa contoh kasus di atas, tindak pidana di bidang kehutanan
diantaranya terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. Padahal sudah jelas ada aturan
yang mengatur mengenai pemanfaatan hutan produksi sebagai perhutanan sosial,
tetapi hal tersebut tidak membuat gentar para oknum untuk mencari keuntungan
secara ilegal dari program Perhutanan Sosial tersebut, Oleh karena itu berdasarkan
uraian diatas, peneliti tertarik untuk menganilisis mengenai “Pertanggungjawaban

Pidana Pelaku Pelanggaran Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Sebagai
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Perhutanan Sosial di Kabupaten Musi Banyuasin™.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu
dibahas dan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana  kaitan  antara  izin  Perhutanan  Sosial  kepada
masyarakat/kelompok masyarakat dengan tindak pidana pengelolaan
Perhutanan Sosial yang memiliki izin tetapi melakukan pelanggaran,
memiliki izin tetapi melakukan tindak pidana, dan tidak memiliki izin serta
melakukan tindak pidana?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
Perhutanan Sosial yang telah memiliki izin dan pertanggungjawaban pidana

terhadap pelaku tindak pidana Perhutanan Sosial yang tidak memiliki izin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana kaitan antara izin
Perhutanan Sosial kepada masyarakat/kelompok masyarakat dengan tindak
pidana pengelolaan Perhutanan Sosial yang memiliki izin tetapi melakukan
pelanggaran, memiliki izin tetapi melakukan tindak pidana, dan tidak

memiliki izin serta melakukan tindak pidana.
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Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku tindak pidana Perhutanan Sosial yang telah memiliki izin dan
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Perhutanan Sosial

yang tidak memiliki izin.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, maka

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a.

Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menjadi bahan Pengembangan ilmu hukum formil terhadap

tindak pidana kehutanan dengan penyelesaian perkara pidana kehutanan di

Indonesia, Memberikan masukan pemikiran terhadap penelitian selanjutnya

terhadap isu-isu hukum serupa, serta Memberikan sumber informasi

kepustakaan tambahan terhadap para akademisi hukum yang membutuhkan.

Manfaat Praktis, dapat berguna sebagai bahan pertimbangan terhadap semua

praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelesaian perkara

tindak pidana kehutanan, yaitu :

1. Bagi Pembuat undang-undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi
atau membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait tindak pidana
kehutanan.

2. Bagi Lembaga peradilan : sebagai dasar pertimbangan untuk menerima,

mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana kehutanan terhadap izin
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Perhutanan Sosial dengan tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan
program Perhutanan Sosial untuk pemanfaatan Kasawan Hutan.

3. Bagi Masyarakat : sebagai dasar kepastian hukum untuk keberlangsungan
aktivitas masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana secara berulang di

masyarakat.

D. Kerangka Teori

Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam
alam pikiran tanpa dihubungkan dengan Kkegiatan-kegiatan praktis untuk
melakukan sesuatu. Teori sering dilawankan dengan praktik. Dalam
perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini, teori menunjuk kepada suatu
kompleks hipotesis untuk menjelaskan kompleks hipotesis seperti teori kausalitas,
sehingga teori d